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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 1415/Pdt.G/2021/PA.Pra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan  Agama  Praya  yang  memeriksa  dan  mengadili  perkara

tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan

putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Komala Sari Dewi binti H. Idris, tempat dan tanggal lahir Bima, 21

Juni  1971,  agama  Islam,  pekerjaan

Wiraswasta,  pendidikan  S1,  tempat  kediaman

di  Lingkungan  Handayani,  Kelurahan  Leneng,

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut Penggugat;

m e l a w a n,

Jurnalis  bin Najmudin, tempat dan tanggal  lahir  Bima, 18 Februari

1972,  agama  Islam,  pekerjaan  Wiraswasta,

pendidikan S1, tempat kediaman di Lingkungan

Wakan  Rt  05  Rw  002,  Kelurahan  Leneng,

Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah,

selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dalam surat gugatannya bertanggal 05

November 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya pada

hari  Jumat  tanggal   05  November  2021  dengan  register  perkara  Nomor

1415/Pdt.G/2021/PA.Pra  telah  mengajukan  gugatan  yang  berbunyi  sebagai

berikut :.
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Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat pada

 tanggal 25 Juni 1994 hadapan  Pejabat  PPN  KUA Kecamatan Rasanae

dengan  Kutipan Akta  Nikah/Duplikat  Nomor  ;   33/8/140/VI/1994 yang  di

keluarkan oleh KUA Kecamatan Rasanae pada tanggal 27 Juni 1994;  

 2.  Bahwa setelah akad nikah, Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama

dan bergaul sebagaimana layaknya suami isteri (Ba`da dukhul)  di rumah

orang  tua  Tergugat,  di   lingkungan  Wakan  Rt  05  Rw  002,  Kelurahan

Leneng, Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah selama 27 tahun,

kemudian pada tanggal 30 oktober 2021 Penggugat   bertempat tinggal di

rumah  Penggugat  di  lingkungan  Handayani,  Kelurahan  Leneng,

Kecamatan Praya Kabupaten Lombok Tengah hingga sekarang ; 

3.  Bahwa dalam pernikahan Penggugat  dengan Tergugat  telah  dikaruniai  2

(dua) orang keturunan bernama; 

   Vivin Sachdevi, Perempuan, umur 26 tahun;  

  Allya Citra Ramadhani, Perempuan, umur 15 tahun 

 4.  Bahwa sejak  tahun 2017 pernikahan rumah tangga Penggugat  dengan

Tergugat mulai goyah yang membawa ketidak tentraman lahir batihin bagi

Penggugat antara lain di sebabkan oleh :

a. Bahwa  Tergugat  dan  Penggugat  sering  terjadinya  perselisihan  dan

menyebabkan pisah rumah antara Penggugat dan Tergugat ; 

b. Bahwa Tergugat selama menikah dengan penggugat sudah tidak memiliki

keharmonisan dan kecocokan ; 

c. Bahwa Tergugat sering di ingatkan untuk beribadah oleh Penggugat namun

Tergugat selalu mengatakan nanti ; 

 

5.  Bahwa  puncak  perselisihan  dan  pertengkaran  antara  Penggugat  dan

Tergugat terjadi pada 30 Oktober 2021 yang berakibat pada pisah Rumah

antara Penggugat dan Tergugat karena Penggugat telah pulang ke rumah

Penggugat  sendiri  yang  beralamat  di  lingkungan  Handayani,  Kelurahan

Leneng,  Kecamatan  Praya  Kabupaten  Lombok  Sehingga  selama  Pisah

rumah  tersebut  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  saling
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berkomunikasi lagi dan Tergugat juga tidak pernah memberi nafkah kepada

Penggugat lagi; 

6. Bahwa atas keadaan tersebut, Penggugat sangat menderita lahir dan bathin

dan  tidak  sanggup  lagi  untuk  mempertahankan  keutuhan  rumah tangga

dengan  Tergugat  serta  telah  berketetapan  hati  untuk  diceraikan  dari

Tergugat ; 

      Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  di  atas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan  Agama  Praya  Cq.  Majelis  Hakim  memeriksa  dan  mengadili

perkara  ini,  selanjutnya  berkenan  menjatuhkan  putusan  yang  amarnya

berbunyi :

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat; 

2. Menjatuhkan  Talak  satu  bain  sughra  Tergugat  (Jurnalis  bin  Najmuddin)

terhadap Penggugat  (Komala Sari Dewi binti H. Idris) ; 

3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum yang berlaku

Susidair :

Dan atau menjatuhkan putusan lain yang seadil-adilnya; 

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat

datang menghadap sendiri di persidangan.

Bahwa  Majelis  Hakim  telah  berusaha  menasihati  dan  mendamaikan

kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri,

akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas

pilihan Penggugat dan Tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Dra. Noor

Aini  sebagai  mediator  sesuai  dengan  penetapan  Nomor

1415/Pdt.G/2021/PA.Pra.

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal , menyatakan bahwa

Penggugat mencapai kesepakatan untuk damai dengan Tergugat dan kembali

hidup rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan majelis

hakim, Penggugat mengakui dan membenarkannya.

Bahwa  oleh  karena  Penggugat  telah  mengakui  berdamai  dengan

Tergugat, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka
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Penggugat  selanjutnya  menyatakan  mencabut  gugatannya  dan  selanjutnya

mohon penetapan.

Bahwa karena Penggugat  telah mencabut  gugatannya,  maka proses

pemeriksaan  perkara  ini  dinyatakan  telah  selesai  sehingga  tidak  perlu  lagi

dilanjutkan.

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara

persidangan ini  dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak

terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang,  bahwa  Majelis  Hakim  telah  berupaya  menasihati

Penggugat agar dapat mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat

dan kembali rukun membina rumah tangganya akan tetapi tidak berhasil, maka

untuk memaksimalkan perdamaian, sesuai dengan PERMA No. 1 Tahun 2008

maka Penggugat menunjuk mediator untuk mediasi dalam perkara ini.

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  laporan  hasil  mediasi  telah  terjadi

perdamaian antara  Penggugat  dengan Tergugat  untuk  kembali  rukun dalam

membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa karena Penggugat telah berdamai dengan Tergugat

dan  kembali  rukun  selayaknya  suami  isteri  maka  Penggugat  menyatakan

mencabut gugatannya secara lisan. 

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas,  maka  Majelis  Hakim dalam permusyawaratannya telah sepakat  bahwa

pencabutan gugatan Penggugat tersebut dapat dikabulkan.

Menimbang,  bahwa  dengan  dikabulkannya  permohonan  Penggugat

untuk  mencabut  perkaranya  maka  Majelis  Hakim  memerintahkan  kepada

Panitera untuk mencatat hal tersebut dalam register perkara.

Menimbang bahwa tentang petitum permohonan Pemohon nomor  3,

Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 Ayat (1)

Undang-undang  Nomor  7  Tahun  1989  tentang  Peradilan  Agama yang  telah

Hal. 4 dari 6 Hal. Pen. No.1415/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 4



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
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diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan Agama

dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka

biaya akibat perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan

dengan perkara ini.                                

MENETAPKAN

1. Mengabulkan  permohonan  pencabutan  perkara  Nomor

1415/Pdt.G/2021/PA.Pra dari Penggugat; 

2.   Memerintahkan  Panitera  untuk  mencatat  pencabutan  perkara  tersebut

dalam register perkara; 

3.   MemerintahkanPenggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  sejumlah  Rp.

280.000,- (Dua ratus delapan puluh ribu rupiah); 

Demikian  penetapan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Praya pada hari  Rabu tanggal 1 Desember  2021 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  26  Rabiul  Akhir  1443  Hijriah  oleh  Nismatin  Niamah,  S.H.I.,

sebagai Ketua Majelis, unung Sulistio Hadi, S.H.I. dan Solatiah, S.H.I., masing-

masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga

dalam sidang  terbuka  untuk  umum oleh  Ketua  Majelis  beserta  para  Hakim

Anggota  tersebut,  dan  didampingi  oleh  Drs.  Rusman,  sebagai  Panitera

Pengganti, dan dihadiri Penggugat dan Tergugat.

 

Hakim Anggota

Unung Sulistio Hadi, S.H.I, M.H

Solatiah, S.H.I

Ketua Majelis,

Nismatin Niamah, S.H.I.

Panitera Pengganti,

Hal. 5 dari 6 Hal. Pen. No.1415/Pdt.G/2021/PA.Pra

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 5



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. Rusman

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 50.000,00

-  Panggilan : Rp 150.000,00

-  PNBP : Rp 30.000,00

-  Sumpah : Rp ,00

-  Penerjemah : Rp ,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 280.000,00

               (dua ratus delapan puluh ribu rupiah).

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Praya

Drs. Ahmad, S.H., M.H.
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